BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan

Administrasi Terpadu Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Timor Tengah Utara peneliti menyimpulkan bahwa :

1. DISPENDUK telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi
terpadu terkait pembuatan akta kelahiran dengan baik. Integrasi yang baik
antara proses dan sistem, pemahaman yang mendalam tentang tugas dan
pekerjaan, upaya meningkatkan kualitas layanan, dan komitmen untuk
peningkatan berkelanjutan menjadi poin-poin kunci yang disorot. Dengan
demikian, DISPENDUK mampu memberikan layanan administrasi terpadu
yang efektif, efisien, dan responsif kepada masyarakat Kabupaten TTU, yang
pada gilirannya memberikan dampak positif bagi proses administrasi
kependudukan secara keseluruhan.

2. DISPENDUK telah berhasil dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi
terpadu terkait pembuatan akta kelahiran dengan baik. Mekanisme terintegrasi,
ketelitian dalam pelayanan, kontribusi Sub Koordinator, dampak positif bagi
masyarakat, dan komitmen untuk terus meningkatkan layanan menjadi poin-
poin kunci yang disorot. Integrasi layanan administrasi yang baik dan upaya

untuk meningkatkan kualitas layanan menjadi landasan yang kuat bagi
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DISPENDUK dalam memberikan pelayanan yang efisien, berkualitas, dan
responsif kepada masyarakat Kabupaten TTU.

DISPENDUK telah berhasil dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu
terkait pembuatan akta kelahiran dengan konsisten dan berkualitas. Dedikasi,
tanggung jawab, dan komitmen pegawai menjadi poin penting yang
memastikan terlaksananya pelayanan yang efektif dan terintegrasi. Dukungan
dari sarana dan prasarana yang memadai serta pengembangan pegawai melalui
pelatihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja DISPENDUK
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten
TTU.

Komitmen yang kuat dari para pegawai DISPENDUK dalam meningkatkan
pelayanan administrasi terpadu terkait pembuatan akta kelahiran. Inisiatif-
inisiatif tersebut mencerminkan upaya untuk memperbaiki efisiensi, kualitas,
dan aksesibilitas layanan, serta meningkatkan interaksi proaktif dengan
masyarakat. Evaluasi berkala dan komunikasi terbuka dengan masyarakat
menjadi bagian integral dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan.
Komitmen DISPENDUK Kabupaten TTU dalam menyediakan pelayanan
administrasi terpadu yang berkualitas dan terintegrasi. Tanggung jawab Kepala
Dinas dan Sub Koordinator serta sikap dan tanggung jawab pegawai
mencerminkan upaya mereka dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang
positif dan memuaskan bagi masyarakat. Dengan fokus pada koordinasi yang
efektif, peningkatan mutu layanan, dan sikap profesionalisme, DISPENDUK

berusaha untuk memastikan bahwa setiap proses pelayanan administrasi
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terpadu terkait pembuatan akta kelahiran berjalan dengan baik dan memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten TTU.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
peneliti memberikan saran terkait Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi

Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Timor Tengah

Utara, sebagai berikut:

Kepada pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

TTU.

1. Para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan agar
meningkatkan kemampuan individu yaitu dengan mengikuti pelatihan/BIMTEK
sebagai bentuk pengembangan diri dalam menjamin kualitas layanan yang lebih
bermutu kepada masyarakat terkait dengan layanan administrasi kependudukan.

2. Para pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menjamin
kepemilikan dokumen masyarakat harus memberikan informasi dan sosialisasi
rutin yang diharapkan lebih menyeluruh kepada semua masyarakat agar
masyarakat sadar dan merasa penting untuk mengurusi akta kelahiran.

3. Terus tingkat pelayanan kepada masyarakat pastikan petugas di Dinas
Kependudukan Dan pencatatan Sipil selalu ramah dan responsif dalam
permintaan masyarakat, membuat proses pengajuan akta kelahiran lebih muda
dan lebih terjangkau bagi semua lapisan masyarakat yang tinggal di daerah

terpencil.
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4. Peningkatan teknologi untuk mempercepat proses penerbitan akta kelahiran,
termasuk penerapan sistem online untuk pengajuan dan pemrosesan dokumen,
pelatihan dan pengembangan staf untuk menjalan tugas mereka dengan efesien
dan akurat.

Kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara :Diharapkan kepada
masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk lebih meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya memiliki akta kelahiran dan prosedurnya, termasuk manfaat

yang diberikan.
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